KEPUTUSAN BUPATI SIAK
NOMOR 92 /HK/KPTS/2022

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UT
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATI
KABUPATEN SIAK 2021-2026

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal
4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan
vang lebih baik, bersih dan akuntabel sebagai wujud
pertanggungjawaban dalam mencapai| visi, misi dan tujuan
pemerintah, maka perlu dikembangkan dan diterapkan sistem
pertanggungjawaban yang jelas, terukur dan efektif;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan huruf b,
perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Ro¢kan Hulu, Kabupaten
Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Tahun 1999 Npmor 181, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang| Nomor 34 Tahun 2008
tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53
Tahun 1999 tentang Pembentukan | Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupat¢en Natuna, Kabupaten
Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun |2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
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10.

11.

12,

. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 202

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 |tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014/ tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaga Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali dengan Undang-Undang |Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daegrah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5679);

tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4614);

. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

Tatacara Penyusunan, Pengendalian d
Rencana Pembangunan Daerah (Lemb
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 12
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

008 tentang Tahapan,
Evaluasi Pelaksanaan
Negara Tahun 2008

omor 4817),;
ahun 2019 tentang
Negara Tahun 2019

omor 6322);
2019 tentang Laporan

dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2019 Nomor 52, Tambsg

Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun

han Lembaran Negara

2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Tahun 2014 Nomor 80);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi

Pedoman Umum Penetapan Indikatd

Lingkungan Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Negara Pendayagunas
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pen

Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang

r Kinerja Utama di

n Aparatur Negara dan

2014 tentang Petunjuk

Kinerja dan Tatacara
nerintah;




Menetapkan

KESATU

13.

14.

15.

16.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahurn 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B6 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara | Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana |Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312)

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Kabupaten Siak Tahun 2005-202 (Lembaran Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2013 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangk
Daecrah Kabupaten Siak Tahun 2016
telah diubah dengan Peraturan Daerah
10 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 201

Daerah ( Lembaran
omor 8) scbagaimana
Kabupaten Siak Nomor
tas Peraturan Daerah
tentang Pembentukan

17.

18.

dan susunan Perangkat Daerah (Lembdran Daerah Kabupaten
Siak Tahun 2019 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah
(RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah
Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5 );

Peraturan Bupati Siak Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana
Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak
Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022
Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEN]

KINERJA UTAMA DINAS KOMUNIKASI
KABUPATEN SIAK TAHUN 2021-2026.

: Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kom

Kabupaten Siak Tahun 2021-2026 sebagai
lampiran Keputusan ini.

ETAPAN INDIKATOR
DAN INFORMATIKA

ikasi dan Informatika
ana tercantum dalam




KEDUA

KETIGA

. Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun

Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA),
Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan

Informatika Kabupaten Siak Tahun 2021-2026.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan

ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
atau kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal <& Januari 2022

BUPATI, SIAK,

FED




Lampiran : Keputusan Bupati Siak
Nomor : 192/HK/KPTS/2022
Tanggal : 26 Januari 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIAK

1. Nama Unit Organisasi . Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Siak

2. Tugas :  melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian
dan bidang statistik

3. Fungsi : a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis penyelenggaraan urusan di bidang

komunikasi dan informatika, persandian dan statistik sesuai dengan norma, standar,
prosedur dan kriteria yang telah ditetapkan;

b. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis kesekretariatan
dinas;

c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang
Informasi Publik;

d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang
Komunikasi Publik;

e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang
Aplikasi dan Informatika;

f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang
Persandian dan e-Government;

g. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional;
h. Evaluasi dan pelaporan tatalaksana rumah tangga dinas; dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.




4. Indikator Kinerja Utama
NO TUJUAN DAN SASARAN IKU SATUAN ALASAN / SUMBER DATA

1 2 3 4 S

I | Meningkatkan Tata Keloh Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan Berbasis e-Government:

1 Meningkatnya Layvanan Informasi dan | Nilai Keterbukaan Informasi Nilai Pemeringkatan keterbukaan informasi badan publik
Komunikasi di Pemerintah Daerah Badan Publik berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun
Kabupaten Siak 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan

Informasi Badan Publik
Jumlah persentase data Persen Jumlah OPD vang menginput
statistik sektoral yang data statistik sektoral ke portal
tersedia pada portal Jumlah OPD yang harus menginput x100%
data statistik sektoral ke portal

2 Meningkatnya Layanan Pemerintahan | Nilai Indeks Sistem Nilai Tingkat Kematangan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
berbasis E-Government menuju Pemerintahan Berbasis Berbasis Elektronik (SPBE) berdasarkan Permenpan RB
Kabupaten Siak sebagai Smart City Elektronik (SPBE) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem

Pemerintahan Berbasis Elektronik
Persentase perangkat daerah Persen Jumlah perangkat daerah yang
yvang mengimplementasi mengimplementasikan inovasi yang mendukung
inovasi yang mendukung Smart City
Smart City Jumlah perangkat daerah x100%
Persentase perangkat daerah Persen Jumlah perangkat daerah yang
yang.tclah menggunlaka{l telah mengunakan sandi dalam
sandi dalam komunikasi komunikasi antar PD x100%
perangkat daerah Jumlah perangkat daerah

ATI BIAK,

FED




PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SIAK

TAHUN 2021-2026

TARGET KINERJA/SASARAN

NO TUJUAN SASARAN % ﬁfﬂfggg&n SATUAN
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | Meningkatkan Meningkatnya Layanan | Nilai Keterbukaan Nilai 82 82 84 86 88 90
Tata Kelola Informasi dan Informasi Badan Publik
izgiﬁiﬂigél Ié:g;l;ﬂ::}?g;erah | Jumlah persentase data | Persen - 11 46 81 93 100
; statistik sektoral yang
dan Transparan Kabupaten Siak tersedia pada Portal
Berbasis e-
Government Meningkatnya Layanan | Nilai Indeks Sistem Nilai 1,9 2,0 2.5 2,9 3,02 3,4
Pemerintahan berbasis Pemerintahan Berbasis
E-Government menuju Elektronik (SPBE)
git;:’:gf; Sizk sabagai Persentase perangkat Persen 28 28 35 42 49 56
daerah yang
mengimplementasi
inovasi yang
mendukung Smart City
Persentase Perangkat Persen 2 33 40 55 77 100
daerah yang telah
menggunakan sandi
dalam komunikasi
Perangkat daerah J
|

Pit. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN SIAK

Dkt

Drs. H. JAMALUDDIN, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 19630808 198702 1 003




